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TANAH TIMBUL DAN PENGELOLAANNYA
DI DESA MARGASARI KECAMATAN LABUHAN
MARINGGAI LAMPUNG TIMUR
(DALAM PERSPEKTIF KORBAN TANAH MUSNAH)'

F.X. Sumarja, 5.H.,M.H., Prof. Dr. Heryandi, 5.H., M.5.
dan Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terdiri dari 17.508
buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan memiliki
panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Sebagian daerah tersebut
ditumbuhi hutan mangrove dengan lebar beberapa meter sampai
puluhan kilometer. Masing-masing kawasan pantai dan hutan
mangrove pada pulau-pulau di atas memiliki historis perkembangan
vang berbeda-beda. Perubahan keadaan kawasan pantai dan hutan
mangrove sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor campur
tangan manusia. Diperkirakan 60% penduduk Indonesia hidup dan
bermukim di daerah pantai. Dari 64.439 desa di Indonesia, terdapat
4,735 desa vang dapat dikategorikan sebagai desa pantai. Bahkan,
masyarakat yang bermukim di wilayah kota pantai sudah mencapai
sekitar 100 juta orang?

Secara historis, penvebaran dan peningkatan jumlah penduduk
vang menguasai kawasan pantai di Indonesia dimulai oleh para
pedagang/nelavan atau para penyiar agama yang sering berlavar
baik dari negara lain maupun yang berpindah-pindah dari pulau
yang satu ke pulau-pulau lainnya. Secara berangsur-angsur sebagian
dari mereka menetap dan menguasai lahan pada kawasan pantai
yang diantaranyva berupa hutan mangrove. Sampai saat ini sulit

* FX Sumardja dan Muhammad Akib adalah Lektor Kepala, sedangkan Heryandi
adalah Guru Besar Hukum Laut. Ketiga adalah dosen pada Fakultas Hukum Unila.
Alamat JI. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
35245

Pernah disampaikan dalam temu Ilmiah Tahunan Asosiasi Filsafat Hukum
Indonesia, pada Pancl: Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia, tanggal 3-4
September 2014, di Univesitas Bina Nusantara Jakarta Barat.
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untuk melakukan pendataan kepemilikan lahan di kawasan pantai,
karena sejarah, kondisi sosial-budaya dan faktor lain yang
mengakibatkan masyarakat tradisional penghuni pantai berpindah-
pindah. Pada perkembangan kepemukiman masyarakat pantai
tersebut, saat ini perubahan status fungsi dan kepemilikan kawasan
pantai dan hutan mangrove di wilayah-wilayah pesisir dihadapkan
pada masalah-masalah belum adanya pengaturan oleh pemerintah
tentang status kepemilikan lahan, pengerukan. tanah timbul dan
reklamasi muara sungai dan pantai, meskipun telah ada UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Peokok Agraria (sering
disebut UUPA).

LU'UPA sebagai peraturan dasar bagi pengaturan sumber daya
alam wvang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

ternyata masih meninggzikan beberapa persoalan vang belum tuntas
diatur, seperti telah disinggunyg di atas. Salah satunva adalah tanah
timbul, baik vang ad= dI -ingzir atau muara sungai, danau ataupun

di wilayah pesisir/panai. Memang disadari bahwa UUPA sebagai
peraturan dasar di bidang sumber dava alam vang hanva mengatur
asas-asas atau masalah-masalabh pokok dalam garis besarnya,
utamanya hak-hak atas tanah

terjadi l-carena ketentu..—: hukum adat, ketentuan undan g—um‘lang dan
penetapan pemerintah Terjadinva hak milik menurut hukum adat
salah satunya karena adanva tanah timbul. Orang yang memiliki
'Ef_blclang tanah vang herbatasan larlgaunz dF'l'IE.'ElTl tanah timbul,
maka ia dapat menjadi pemilik tanah timbul #u jika tidak terlalu
hias. Persoalannya batasan tidak terlalu luas, tidak jelas. Oleh
karenanya UU Ne. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
mengatur  bahwa Pemerintah  Kabupaten/kKota  mempunyai
kewenangan mengatur tanah timbul.

Salah satu lokasi terjadinyva tanah timbul adalah di Desa
Margasari Kecamatan Labuan Maringgai Lampung Timur. Secara
historis, sebagian tanah timbul berada dilokasi/tempat yang
sebelumnya merupakan daratan pantai (tanah bebas ataupun tanah
hak) yang kena abrasi dan tanahnyva menjadi musnah karena adanya
penebangan hutan mangrove, Abrasi pantai bisa mencapai 500 meter
vang memusnahkan sarana prasarana umum, tanah tambak dan
bangunan SDN 02 Kuala Denet. Oleh karenanya pemetintah
mengambil sikap untuk mengadakan rehabilitasi pantai dengan
penanaman mangrove dengan tujuan untuk memulihkan kondisi
hutan mangrove agar berfungsi kembali secara ekologis dan
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ekonomi. Luas area mangrove di Desa Margasari yang direhabilitasi
rentang tahun antara tahun 1995-2005 adalah seluas 300 ha,
kemudian pada tahun 2011 luas hutan mangrove mengalami
peningkatan kembali yaitu mencapai 700 ha?®

Salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh Pemda
Lampung Timur untuk rehabilitasi pantai adalah Perda No 3 Tahun
2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai dan Laut dalam Wilayah
Kabupaten Lampung Timur. Upaya rehabilitasi itulah tampaknya
berdampak pada munculnya tanah timbul.

Terjadinya tanah timbul bisa karena peristiwa alam murni
tetapi bisa juga karena campur tangan manusia (rekayasa). Misalnya,
seperti yang dikemukakan Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, H
Ahmad Azrul Zuniarto, bahwa sebagian tanah timbul di daerah
Cirebon Jawa Barat karena adanya rekayasa dengan menimbun
sampah di pinggir pantai,! dan karena sifal pantainya (bukan tipe
pantai yang menggerus daratan, tetapi tipikal pantai yang selalu
mengalami pendangkalan), maka timbunan scampah itu lama-
kelamaan tertimbun tanah dan menjadi tanah timbul. Mungkin bisa
disebut reklamasi pantai secara tidak langsung. Kemudian tanah
timbul bisa juga karena reklamasi pantai sesungguhnya. Jadi pantai
sengaja ditimbun, maka terjadilah tanah timbul. Apa yang terjadi di
desa Margasari (yaitu tanah timbul) bisa jadi karena adanva
penanaman mangrove atau dampak positif dari penanaman
mangrove (rekavasa) yang memicu munculnya tanah timbul.
Persoalan vang kemudian muncul adalah siapa yang berhak atas
tanah timbul di bekas tanah daratan yang pernah kena abrasi.

Secara normatif telah dengan tegas diatur di dalam Pasal 27
UUPA, bahwa salah satu sebab hapusnya hak atas tanah adalah
karena tanahnya musnah. Musnahnya tanah bisa semata-mata karena
peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi, abrasi laut, tetapi bisa
juga karena akibat perbuatan manusia. Misalnya karena hutan
mangrove ditebangi  untuk kepentingan tertentu, akibatnya
gelombang laut menerjang pantai tanpa ada penghalangnya dan
mengkikis daratan pantai. Kerusakan pantai seperti inilah vang
banyak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Lampung Timur,
khususnya di Desa Margasari Labuan Maringgai. Dengan
musnahnya tanah maka secara normatif hak atas tanahnya hapus

¥ Novia Fitria Istiawati, Partisipasi Masyarakar dafam Rehabilitasi Hutan Mangrove
di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
tethun 201 1, e-Jumal 2013, him. 5.

khaw timbul-sepihak .
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atau berakhir. Kalaupun dikemudian hari tanahnya muncul kembali
sebagai tanah timbul tidak otomatis menjadi miliknya.

Dikatakan tidak otomatis, karena UU otonomi daerah telah
memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur
keberadaan tanah timbul, Jadi tanah timbul itu akan diberikan
kepada siapa dan untuk apa diserahkan sepenuhnya kepada
pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Lampung Timur
telah mengambil sikap bahwa dalam rangka perlindungan terhadap
ekosistem lingkungan kawasan sekitar pantai maka tanah timbul
dikuasai dan merupakan hak pemerintah. Demikian ditegaskan
dalam Pasal 9 Perda No. 3 Tahun 2002. Hanya saja bagaimana cara
perlindungan dan penguasaan tanah timbul belum mendapatkan

pengamr?n.

Selain wraian di atas, bshwa tanah tmbul tidak otomabs
menjadi miliknya, karena dalam bukum adatpun hanva diatur secara
umum bahwa terjadinys Sak oulikh kKarena adanya -cl.u-.l; timbul,
melalui ketentuan Pasa! 2= ULTA. Sehingga tidak menjadi jaminan

tanah miliknya yvang perniah musnah dan di kemudian hari timbul
akan menjadi mlh[{n}rd Menggingat timbulnya tanah juga bukan
karenanva. Kalau timbulnya tanah disebabkan oleh perbuatannya,
kernungkinan p-cmennt:: hoEn dz=a T-*"mcrt-rr.'::.:;ka:*_ﬂf.'aﬁ
Berdasarkan uraian di atas perlu dikaji lebzh lanjut adalah,
pertama bagaimana Pengaturan Status Tanah Timbul pada Wilayah
Pesisir Desa Margasari Kecamatan Labuan Maringgal Lampung
Timur?; dan kedua, bagaimana Pengelolaan Tanah Timbul pada
Wilayah Pesisir Desa Margasari Kecamatan Labuan Maringgai
Lampung Timur?

B. Kewenangan Pemerintah Daerah Mengatur Tanah Timbul

Terdapat tiga teori vang menjadi alat untuk menganalisis
bagaimana hubungan hukum antara subyvek hukum penguasaan dan
pemanfaatan atas tanah timbul oleh masvarakat dalam perspektif
hukum agraria nasional, vaitu: teori hukum alam (lex maturalis), teori
utilitarian, dan teori hukum =cbagai suatu sistem (the legal system).
Berdasarkan teori hukum alam, penguasaan tanah oleh masyarakat
itu dapat dilakukan pada wilavah vang tidak bertuan (tanah kKosong).
Ajaran Hugo Grotius (1583-1648) dan Samuel Pufendorf (1632-1694)

7 Lihat Putusan Mahkamah Apung Nomaor 3948 K/Pdi'1999.
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dipandang sebagai teori hukum alam vang lebih tua mengenai milik.s
Menurut Hugo Grotius, semua benda yang pada mulanya adalah res
nullius (benda-benda yang tidak ada pemiliknya). Tetapi, masyarakat
membagi-bagi semua benda dengan dasar persetujuan. Benda-banda
yang tidak dibagi secara demikian, selanjutnya ditemukan oleh
perorangan dan dijadikan kepunyaan masing-masing. Dengan
demikian benda tersebut tunduk kepada penguasa individual. Satu
kekuasaan penuh untuk menentukan penggunaan benda (power of
disposition) adalah dideduksikan dari penguasa individual itu,
sebagai sesuatu yang terkandung di dalamnya menurut logika dan
kekuasaan bersama ini menjadi dasar untuk memperolehnya dari
orang lain. Yang tuntutan haknya berdiri langsung atau tidak
langsung di atas landasan alamiah dari pembagian asli baik
persetujuan, penemuan atau pendudukan sesudahnya.

Penguasaan dari pemilik supaya sempurna bukan hanya
mencakup kekuasaan untuk memberikan inter vivos (antara orang-
orang yang hidup), tetapi juga kekuasaan untuk mewariskannya
sesudah meninggal sebagai pemberian yang ditangguhkan.

Samuel Pufendorf, membangun teorinya di atas satu fakts asli,
yaitu pada mulanya terdapat satu hak komunal negatif vang
menyebutkan babwa pada mulanya benda adalah res commuines, Hidak
seorangpun vang menjadi pemiliknya, Barang-barang tersebut dapat
dipergunakan oleh semua orang. Dinamakan satu komunal vang
negatif untuk membedakannya dengan pemilikan tegas (affirnmatioe)
oleh orang yang sama. Orang yang menghapuskan pemilikan
komunal negatif dengan persetujuan timbal balik dan demikian
menegakkan pemilikan pribadi.

Perkembangan hukum alam menimbulkan satu tahapan baru
dari pembenaran milik atas dasar tabiat manusia. Hal ini disarankan
oleh para ahli ekonomi, yang menyimpulkan milik dari sifat
ekonomis manusia sebagai suatu keharusan dari penghidupan tiap
orang dalam masyarakat, Biasanya faham ini dihubungkan dengan
teori sosial psikologis di satu pihak dan dengan teori sosial utilitis di
lain pihak, dalam filsafat hukum teori ini bersifat metafisik.

Menurut teori utilitarian, menjelaskan bahwa pada hakikatnya,
manusia akan bertindak (melakukan tindakan) itu untuk
mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi
penderitaannya, atau terhadap peraturan yang di buat harus dapat

® Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari
Afaran Hak Asasi Mamusia, Bandung, Mandar Maju, 2006, him. 48,
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memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah
individu dalam masyarakat (the greates happines for the greatest
number). Sementara itu menurut teori hukum sebagai satu sistem
menjelaskan, bahwa hukum sebagai suatu sistem dalam operasinya
mempunyai tiga elemen atau komponen dasar yang saling
berinteraksi, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Sehingga untuk memandang hak milik atas tanah timbul, selain
dikaji dari teori hukum alam dan teori utilitas, juga akan dilihat dari
sistern hukum yang berlaku di suatu negara. Berdasarkan sistem
hukumnya kepemilkan tanah timbul akan dikaji dan sisi hukum
tanah nasional, yaitu UUPA dan aturan pelaksanaannya. Aturan
hukum yang dikaji tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga dari
hukum adat yang umumnva tidak tertulis dan juga hukum tertulis
vang lain yaitu yurisprudensi,

Seperti telah disinggung di atas bahwa =ahvwa hak milik atas
tanah dapat terjadi karena helentuan hukum a Zz;, ketentuan undang-
undang dan penetapan pemerintah. Terjadinya hak milik menurut
hukum adat salah satunva karena adanya tanah timbul Orang yang
memiliki sebidang tanah vang berbatasan langzsung dengan tanah
timbul, maka ia dapat menjadi pemilik tanah fimbul itu jika tidak
terlalu Juas, demikizrz ketentuan Pasal 22 UTPA Pasal 22 UUPA
telah diperkuat dengan putusan MA No. 3045 K/ Pai/ 1999 sengketa
antara H.M. Saleh Kandi vs Drs. HA. Radjak Xandi, dengan Majelis
Hakim Agung: 1) Tjung Abdul Muthallio | Ketua); 2) Suwawi
(Anggota); dan 3) Arbijoto (Angota) Mahkamah Agung dalam
putusannya berpendzpat, bahwa keberatan-keberatan ini dapat
dibenarkan, sebab tanah timbul atau tanah perlekatan/delta dalam
hukum adat menjadi milik dari pemilik vang dilekati, bila terjadi
karena alami, tetapi dalam sengketa i karena diupayakan oleh
tergugat maka tanah tumbuh atau tanah perlekatan/delta menjadi
milik yvang mengusahakan (tergugat).

Begitu juga ketentuan Pasal 589 KUHPerdata memperkuat
aksistensi hukum adat tentang tanah timbul, bahwa: “FPulau besar
dan pulau kecil, yang terdapat di sungai yang tidak dapat dilayari
atau diseberangi dengan rakit, begitu pula beting yang timbul dari
endapan lumpur di sungai seperti itu, menjadi milik si pemilik tanah
di tepi sungai tempat tanah timbul itu terjadi. Bila tidak berada pada
salah satu dari kedua belah sungai, maka pulau itu menjadi milik
semua pemilik tanah di kedua tepi sungai dengan garis yang
menurut perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai batas.”
Namun dengan belakunya UUPA pasal tersebut tidak berlaku lagi.
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Beting adalah timbunan pasir atau lumpur yg panjang di muara
sungai atau di tepi laut

Eksisteni hukum adat itupun kemudian mengalami pergeseran
tatkala tatanan dan lembaga adatnya mulai memudar, di lain pihak
peran pemerintah semakin dominan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1)
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
urusan pemertintahan di bidang pertanahan memiliki kewenangan
dalam hal pengaturan tanah reklamasi dan tanah timbul.

Lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 16
Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah jo. Surat Edaran Menteri
MNegara Agraria/KaBPN No. 410-1293 tanggal 9 Mei 1996 tentang
Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, bahwa tanah
yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah
perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai
dikuasai langsung oleh Negara. Sementara itu, surat edaran berisikan
tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi
danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul
secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung
dikvasai oleh negara. Selanjutmya penguasaan/pemilikan serta
penggunaan-nya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasicnal sssuai dengan peraturan perundangan vang
berlaku.

Mengingat adanva ketentuan Pasal 10 UU Neo. 32 tahun 2004 jo.
PP No. 16 tahun 2004 dan Perda Kabupaten Lampung Timur No. 3
Tahun 2002 tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai Dan Laut Dalam
Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka status hak atas tanah
timbul di pesisir pantai Timur Kabupaten Lampung Timur
merupakan tanah vang dikuasai langsung oleh negara. Fasal 9 Perda
tersebut mengatur, bahwa perlindungan terhadap tanah timbul
dilakukan untuk melindungi ekosistem lingkungan kawasan
sekitarnya, tanah imbul dikuasai dan merupakan hak pemerintah.

Tujuan, sasaran dan ruang lingkup dari Perda tersebut
dituangkan di dalam Pasal 2. Rehabilitasi pantai bertujuan untuk
mengembalikan fungsi pantai sebagai-mana mestinya dan menjamin
kelestarian pesisir, pantai dan laut sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya serta menjamin peningkatan pendapatan masyarakat.
Sasaran rehabilitasi pantai adalah: a) mengendalikan kerusakan dan
memulihkan pesisir, pantai dan laut, b) mengendalikan pencemaran
dan pendangkalan pantai di sekitar muara sungai, ¢) meningkatkan
fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa
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pesisir, pantai dan laut, d) mempertahankan keanekaragaman
tumbuhan, satwa, ekosistem, dan keunikan alam, e) meningkatkan
pendapatan masyarakat setempat, f) mengamankan tanah timbul
sebagai hak pemerintah, g) memberikan arahan bagi orang dalam
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di wilayah
pesisir, pantai dan laut, h) menigkatkan kesadaran dan peran serta
nasyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi wilayah pesisir, pantai
dan laut di daerah, dzn i) memberikan ketentraman dan kenyamanan
bagi masyarakat generasi sekarang dan vang akan datang.

C. Pengelolaan Tanah Timbul di Desa Margasari Kecamatan
Labuan Maringgai Lampung Timur

Tanah timbul di pantai adalah sangat strategis untuk
pengembangan .:!'"‘- ﬁ'ﬂ“iﬂdunban ekosistem pesisir pantai serta
dapat menunjang etonomni masvarakat di sekitar jika dikelola dengan
baik. Perda No 3 Tahun 2002 telah dengaﬂ tegas mengatur bahwa
tanah timbul dikuasai dan menjadi hak pemerintah guna
perlindungan  tanah  timbul dan “ht?rl indungan  ekosistem
disekitarnya. Sementara itu ketentuan mengenai pemanfaatan dan
penggunaan tanak dmbul belum diatur. DM satu pthak masyarakat
vang tanahnya pernah hilang atau musnah, sekarang imbul kembali
merasa sebagai pemiliknva, Pada pihak lain tentunva Pemerintah
Lampung Timur juga merasa berhak sesuai perda yang ada. Atau
tanah pantai dan tanah timbul dampak dari rehabilitasi mangrove
dianggap merupakan kawasan hutan, Hal ini akan menimbulkan
konflik, jika tidak segera ada pengaturan mengenai penggunaan dan
pemanfaatan tanah timbul. Sebelum membahas model pengelolaan
tanah timbul, dapat diperhatikan kondisi desa Margasari.
Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur memiliki luas wilayah 1702 ha, yang terletak pada:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suko Rahayu Labuhan
Maringgai

2.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Minosari Labuhan
Maringgai

3.  Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sri Gading dan Karang
Anvar Labuhan Maringgai.

Luas wilayah 1702 ha, terdiri dari tanah pemukiman 230 ha,
tanah sawah 324 ha, tanah perkebunan 18,5 ha, tanah pekuburan 1,5
ha, tanah pekarangan 420,5 ha, tanah perkantoran 3 ha, tanah untuk
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prasarana umum lainnya 45 ha, dan tanah negara berupa hutan
mangrove 700 ha.

Penduduk Desa Margasari menurut monografi desa tahun 2012
tercatat 1.894 kepala keluarga dengan jumlah warga 7.547 orang vang
terdiri dari 3.824 laki-laki dan 3713 perempuan. Rata-rata tiap
keluarga terdiri dari 4-5 orang,.

Tingkat kesejahteraan keluarga warga Desa Margasari
tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.
Tingkat Kesejahteraan Keluarga Warga Desa Margasari Tahun 2012

MNo. Status Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga ]
1 Prasejahtera _ 218 |

2 sejahtera 1 456

5 Sejalitera 2 525

| 4 Sejahtera 3 425
5 | Sejahtera 3 plus 210 ;
Total 1894 j

Sumber: Monografi desa, tahun 2012

Tingkat kesejahteraan warga masvarakat Desa Margasan
tersebut di atas dapat dipahami, mengingat sebagian besar
penduduknya adalah bermata-pencaharian atau mengandalkan pada
sumber penghidupannya dari bidang pertanian sawah (742 KK} dan
buruh tani (102 KK) dengan pendapatan perkapita Rp 2.500.000 yvang
didominasi suku Jawa, bidang perikanan baik sebagai nelavan
maupun buruh nelayan (574 KK) dengan pendapatan perkapita Rp
4.500.000, bidang jasa dan perdagangan {45 KK) dengan pendapatan
perkapita Rp 4.000.000, bidang kerajinan rumah tangga (15 KK)
dengan pendapatan perkapita Rp 3.000.000, bidang perkebunan (5
KK) dengan pendapatan perkapita Rp 6.000.000.

Penguasaan tanah bagi warga Desa Margasari baik tanah
pertanian maupun non pertanian, dapat diperhatikan Tabel 2 di
bawah. Terdapat lebih dari 50% warga (KK) Desa Margasari yang
menguasai tanah kurang dari 0,5 ha, bahkan terdapat 11,25% warga
(213 KK) tanpa menguasai atau memiliki tanah.

Tabel 2.
Penguasaan Tanah Warga Desa Margasari Tahun 2012

Penguasaan Tanah (ha) KK U
Tidak memiliki tanah 213 11,25
' 01-0,2 425 22,44
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3 |021-03 211 11,14
4 |031-04 198 10,45

5 |041-05 150 7,92

6 |051-0.6 141 7,44

7 |0.61-07 140 7,39

8§ |071-08 I 135 7,13

9 |081-09 ! 130 6,86

10 | 0,91-1,0 95 5,02
11 |1,01-50 _ 30 1,58
12 | 5,01-10,0 i 21 111

| 13 | Lebih dari 10 1 5 0,26
Total ! 1894 100

Sumber; Monografi Desa Margasari, diolab tahun 2012

Warga Desa Margasan terdiri dari etnis Jawa (4605), Bugis
(2031), Madurz (517). Sunda (179), dan Minang (204). Beradasarkan
asal usul etnis suku bangsanva, maka tercermin juga dalam hal
budaya. Terdapat satu kelompok kesenian Ketoprak, satu unit Orgen
Tunggal, dan dua kelompok kesenian Kuda Lumping di Desa
Margasari. Senibudava didominasi oleh warga masyarakat Jawa.

Tanah timbul vang terdapat di Desa Margasari sekitar 80 ha, itu
dalam penguazaan negara (Pemda Lampung Timur). Keberadaan
tanah timbul merupakan salah satu tanda keberhasilan pemerintah
dalam mengembalikan keberadaan hutan mangrove yang pernah
musnah. Musnahnya hutan mangrove dikarenakan perilaku
masyarakat membuka usaha tambak dengan membabat mangrove.
Akibatnya tejadi abrasi laut yang menghancurkan tambak yang
dibuka, bahkan berdampak lebih jauh wvaitu memusnahkan
pemukiman dan lahan pertanian warga masyarakat.

Bagi warga masyarakat yang tidak berdosa namun mengalami
dampak vaitu kehilangan rumah dan lahan pertanian, dengan
munculnya tanah timbul menumbuhkan  harapan untuk
mendapatkan tanahnya kembali. Beberapa warga kurban tanah
musnah, ada yang telah mencoba untuk mengusahakan tanah timbul
tetapi dilarang oleh aparat desa. Aparat desa tidak mengizinkannya,
karena terhalang oleh adanya aturan. Tindakan aparat desa secara
psikologis mematahkan harapan warga, apalagi dengan adanya
aturan hukum berupa Perda Lampung Timur yang menyatakan
tanah timbul dikuasai negara. Sebenarmya harapan masyarakat untuk
mendapatkan tanahnya kembali masih dimungkinkan, sebab Perda
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tersebut belum mengatur mengenai cara pengelolaan tanah timbul,
Diharapkan Pemda Lampung Timur segera mengeluarkan aturan
kebijakan pengelolaan yang memihak kepada warga kurban tanah
musnah.

Model pengelolaan tanah timbul; pertama bisa dengan cara
redistribusi hak milik kepada warga Desa Margasari yang sama
sekali tidak memiliki tanah, utamanya tanah pertanian. Model ini
bisa ditempuh dengan memasukan tanah timbul sebagai objek
landreform (istilah sekarang objek reforma agraria). Calon penerima
akan diseleksi berdasarkan skala prioritas sesuai aturan yang ada.
Misalnya, akan diberikan kepada korban tanah musnah yang masih
bertempat tinggal di desa tersebut, kepada orang yang selama ini
sudah menggarap tanah timbul, atau kepada buruh tani yang tidak
mempunyai tanah pertanian, dsb.

Model pengelolaan kedua, pemberian hak pakai kepada warga
Desa Margasari yang tidak memiliki tanah secara bergiliran dalam
langka waktu tertentu, misalnva 3 atau 5 tahun. Cara demikian dapat
ditempuh mengingat sebagian besar petani dan buruh tani
didominasi oleh suku Jawa. Sementara dalam hukum adatnya, di
Jawa dikenal dengan pemberian tanah kepada warganya bukan hak
milik yang tidak terbatas jangka waktunya, namun sekedar diberikan
hak memakai tanah dalam jangka waktu tertentu, secara bergiliran
diantara warga masyarakat. Tentunya hal ini tidak bisa begitu saja
diterapkan, mengingat penduduk Desa Margasari tidak hanya terdin
dari suku Jawa. Untuk mendapatkan model yang tepat masih harus
dilakukan kajian lebih mendalam dengan mendengarkan aspirasi
warga masyarakat Margzasari, terutama warga yang berdekatan
dengan wilayah tanah timbul, bahkan kepada warga kurban tanah
vang musnah. Kepada siapa hak pakai akan diberikan, akan lebih
baik jika diprioritaskan kepada korban tanah musnah.

Berdasarkan data monografi Desa Margasari diketahui bahwa
terdapat lebih dari 50% warga (KK) Desa Margasari yang menguasai
tanah kurang dari 0,5 ha, bahkan terdapat 11,25% warga (213 KK)
tanpa menguasai atau memiliki tanah. Mendasarkan pada teori
utilitas, maka sudah selavaknya jika warga masyarakat yang yang
tidak memiliki tanah pertanian untuk mendapatkan prioritas dalam
pengelolaan tanah timbul. Tentu saja dalam pendistribusiannya
harus diperhatikan juga kriteria yang mencerminkan rasa keadilan.
Misalnya diprioritaskan kepada warga yang paling lama mendiami
daerah tersebut dan menjadi korban tanah musnah serta vang
bersangkutan tidak memiliki tanah, juga diingat secara fungsional
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bahwa tanah itu untuk pertanian atau untuk perikanan, akan lebih
tepat jika diberikan kepada petani atau petani perikanan.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa,
pertama Penguasaan tanah timbul adalah pada negara, dalam hal ini
Pemda Lampung Timur, sehingga warga masyarakat yang secara
sepihak mendaku tanah timbul adalah tidak sah. Kedua, Berdasarkan
kondisi geografis, sesial, ekonomi dan budaya tanah pertanian sangat
berarti bagi para petani dan buruh tani, sementara bagi nelaya dan
buruh nelavan tanah pertanian (tanah timbul) tidaklah menjadi
perh:;itiem vang serius. Model pengelolaan vang disarankan, bisa
dengan redistribusi hak milik tanah timbul, atau pemberian hak
pakai secara bergiliran dalam jangka waktu tertentu,

Guna mencapal sasaran vang dimaksud dalam jawaban atas
kedua permazalahan tersebut, diperiukan inisiatif dari Pemda
Lampung Timur ataupun dari badan Legislatif Lampung Timur
untuk mengatur keberadaan tanah timbul di Wilayah Pantai
Kabugpaten Lampung Timur, agar tidak terjadi sengketa, baik antar-
warga maupun warga dengan pemerintah dalam memanfaatkan
tanah timbul
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